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Menyelamatkan
Hak Politik
Warga Negara

PEMILU serentak 2019 memang' masih setahun lagi. Waktu
setahun itu relatif, bisa dikatakan
panjang, bisa dirasakan pendek.
Yang mutlak ialah para pemangku
kepentingan harus tetap menyiap-
kan perhelatan demokrasi itu, tak
boleh berleha-leha. Masih banyak
yang harus dikerjakan. Apalagi,

pemilu tahun depan merupakan

yang pertama kali bagi bangsa ini

serentak memilih wakil rakyat dan
presiden.

Persoalan hak pilih rakyat
merupakan yang utama dan
prioritas untuk dituntaskan. Ttu
disebabkan pemilu merupakan
pesta rakyat. Memastikan parti-
sipasi merekalah yang mestinya
dikedepankan. Jangan sampai ada

buth - pakyat yang kehilangan hak pilih.

Celakanya, hingga saat ini, ada 11 juta warga yang tersebar di
34 provinsi belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik
(KTP-E). Mereka terancam kehilangan hak pilih pada pemilu
mendatang.

Sehelas juta penduduk yang belum memiliki KTP-E itu murni
karena belum melakukan perekaman. Ini bukan persoalan
mudah, apalagi dalam Pemilu 2019, tidak boleh lagi pakai surat
keterangan (suket) dari dinas kependudukan dan catatan sipil
(disdukcapil)

Uncdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu me-
nyebutkan pendataan pemilih didasarkan pada KTP-E. Artinya,
kalau tidak punya KTP-E, pasti tidak hisa ikut memilih di pemilu.
Konstitusi telah menjamin hak pilih warga negara, bahwa satu
orang pun tidak boleh tercecer, apalagi 11 juta.

Sehelas juta warga itu bukan angka sedikit. Jika berkaca pada
Pemilu 2014, hanya lima dari 15 partai peserta yang mendapat-
kan suara di atas 11 juta. Juga dalam pilpres, selisih kemenangan
Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Prabowo-Hatta hanya 8 juta
suara.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah me-
lalui Kementerian Dalam Negeri bekerja lebih keras lagi untuk
mempercepat penyelesaian perekaman data kependudukan.
Jangan sampai hingga saat-saat terakhir menjelang pemilu, hal
itu masih menjadi persoalan.

Pasalnya, masalah hak pilih ini lestari terulang dalam setiap
perhelatan pesta demokrasi. Seperti untuk pilkada serentak ta-
hun ini, KPU baru berteriak bahwa ada 6,7 juta dari 152,9 juta
masyarakat yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada
2018 belum memiliki KTP-L, dua minggu sebelum penetapan daf-
tar pemilih tetap (DPT).

Meskipun pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan-
nya, hingga penetapan DPT bulan lalu, masih ada 844 ribu pemilih
untuk plll ada seréntak 2018 yang hingga saat ini helum memiliki,
KPP-1 dan surat keterangan dari disdukcapil karena belum me-"
lalmkan perekaman data,

Jangan ragu turun langsung dan jemput bola untuk melaku-
kan perekaman daripada berpangku tangan menunggu warga.
Instruksikan disdukcapil daerah dan aparat daerah lain, seperti
lurah, camat, dan kepala dusun untuk proaktif, terutama warga
yang terhalang secara geografis, yakni jarak yang jauh antara
domisili dan kantor pemerintahan.

Masyarakat yang belum melakukan perekaman juga semesti-

- nya proaktif mendatangi kantor dinas kependudukan dan pen-

catatan sipil yang ada di daerah masing-masing untuk meminta

perekaman. Bukan hanya urusan hak politik, perkara kepemilik-
an KTP-E tersangkut erat dengan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, hila menjelang pemilu serentak masih ada
warga yang belum memiliki atau merekam KTP-E, harus ada
terohosan hukum supaya hak politik dan hak asasi warga negara
terselamatkan.




